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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Sehingga, berdasarkan analisis sebagaimana dijabarkan oleh penulis 

pada bab sebelumnya, penulis hendak menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Bahwa penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh para pihak yang 

berkepentingan dalam perjanjian pada umumnya dapat digunakan 

selama memenuhi persyaratan mengenai keabsahan suatu Tanda 

Tangan Elektronik dalam Pasal 11 UU ITE jo Pasal 59 ayat (3) PP 

PSTE. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, Tanda 

Tangan Elektronik yang dimaksud adalah Tanda Tangan Elektronik 

tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf 

(a) PP PSTE. Selain itu, terdapat syarat tambahan mengenai 

penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) PP PSTE yang mengharuskan 

Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi memenuhi syarat keabsahan 

suatu Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (1) UU ITE jo Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, menggunakan 

Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh Jasa Penyelenggara 

Sertifikasi Elektronik Indonesia, dan dibuat dengan menggunakan 

Perangkat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi. Namun, apabila 

penggunaannya hendak dikaitkan dengan jabatan seorang Notaris 

memang belum ada peraturan yang secara eksplisit 

memperbolehkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik baik 

digunakan oleh para pihak, saksi, maupun oleh Notaris itu sendiri 

dalam jabatannya. Ketiadaan peraturan itu sendiri tidak boleh secara 

sembarang diartikan bahwa penggunaan Tanda Tangan Elektronik 

(tersertifikasi) dalam lingkup jabatan Notaris boleh dilakukan. 
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Selain hal tersebut, persoalan yang menjadi hambatan dalam 

pemanfaatan teknologi tersebut untuk membantu seorang Notaris 

menjalankan fungsi jabatannya adalah karena kekakuan dari UUJN 

maupun UUJN-P menafsirkan konsep kehadiran dan juga 

perbenturan antara wewenang Notaris untuk menjalankan fungsi 

jabatannya di wilayah jabatan Notaris itu sendiri karena kehadiran 

para pihak yang memiliki kemungkinan berada di tempat yang 

berbeda dari Notaris itu sendiri. Asas preferensi hukum lex specialis 

derogat legi generali menyatakan bahwa hukum yang lebih khusus 

mengesampingkan hukum yang lebih umum, dalam hal ini, seorang 

Notaris dalam melaksanakan profesinya tentu akan mengacu kepada 

peraturan yang secara khusus mengatur profesinya. Sehingga, 

sekalipun UU ITE maupun UU ITE-P memberikan kemungkinan 

dapat dilakukan penggunaan Tanda Tangan Elektronik, tentu 

seorang Notaris akan mengacu kepada UUJN dan UUJN-P. Jadi, 

Tanda Tangan Elektronik (dalam hal ini tersertifikasi) yang hendak 

digunakan dalam kaitannya dengan jabatan seorang Notaris masih 

belum dapat digunakan. 

2. Bahwa tindakan legalisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

Notaris untuk memastikan kebenaran dari pihak yang 

menandatangani dan memberikan kepastian terhadap tanggal dari 

tindakan penandatanganan. Dalam proses legalisasi menurut De 

Bruyn terdapat 3 (tiga) syarat yang salah satunya adalah para pihak 

yang berkepentingan membubuhkan tanda tangannya di hadapan 

Notaris itu sendiri. Permasalahan yang muncul adalah dengan proses 

melakukan legalisasi itu sendiri yang harus berhadapan dengan 

Notaris. UUJN dan UUJN-P mengartikan berhadapan, di hadapan, 

dan menghadap dengan pertemuan secara fisik/langsung. Secara 

eksplisit hal tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 16 

ayat (1) huruf (m) UUJN-P. Penafsiran secara kaku mengenai 

kehadiran ini dapat menjadi penghambat bagi para pihak 

berkepentingan serta Notaris apabila hendak menggunakan 
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teknologi dalam melakukan legalisasi. Dalam penggunaan 

konferensi video tentu dapat diartikan sebagai pertemuan secara 

fisik atau setidak-tidaknya memenuhi ketentuan minimum mengenai 

kehadiran secara fisik. Namun penggunaan teknologi tersebut juga 

menjadi hambatan apabila dikaitkan dengan kewenangan seorang 

Notaris untuk menjalankan jabatannya di wilayahnya. Akan tetapi, 

kembali kepada asas preferensi hukum lex specialis derogat legi 

generali, meskipun terdapat kemungkinan digunakannya teknologi 

sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dan UU ITE-P tentu seorang 

Notaris dalam menjalankan profesinya tetap mengacu kepada 

peraturan yang berkaitan dengan jabatannya. Sehingga, legalisasi 

suatu surat di bawah tangan yang penandatanganannya 

menggunakan Tanda Tangan Elektronik oleh para pihak 

berkepentingan belum dapat dilakukan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang diberikan oleh penulis, penulis juga 

hendak memberikan beberapa saran, antara lain:  

1. Terhadap Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan kajian 

terhadap Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

UU ITE dan UU ITE-P secara khusus mengenai batasan penggunaan 

Tanda Tangan Elektronik dikaitkan dengan pengemban profesi 

hukum yang dalam penelitian ini adalah jabatan seorang Notaris. 

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik secara umum dapat 

digunakan dalam transaksi-transaksi yang berlangsung dalam 

masyarakat, akan tetapi dalam hal para pihak berkepentingan hendak 

melakukan legalisasi surat di bawah tangan yang dibuatnya dengan 

menggunakan Tanda Tangan Elektronik di hadapan seorang Notaris 

masih belum ada kejelasan tentang boleh atau tidaknya seorang 

Notaris melakukan hal tersebut. Akibatnya, terdapat keraguan dari 

seorang Notaris yang mendapatkan permintaan dari pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap hal tersebut. 



 

101 
 

2. Terhadap organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk 

mengadakan kajian terhadap pemanfaatan teknologi dalam 

membantu Notaris untuk menjalankan pekerjaannya. Khususnya 

dalam tindakan legalisasi yang mengharuskan para pihak 

berkepentingan, saksi-saksi serta Notaris itu sendiri untuk hadir 

secara fisik dalam peristiwa legalisasi tersebut. Konsep menghadap 

dalam UUJN dan UUJN-P itu sendiri diartikan secara kaku, 

sehingga dapat menghambat pemanfaatan teknologi untuk 

membantu seorang Notaris untuk menjalankan pekerjaannya 

sebagai pengemban profesi hukum (dalam hal ini pemanfaatan 

teknologi video conference/konferensi video).  
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